
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

NOMOR 32. TAHUN 2020 

TENT ANG 

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Tim 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah. 

Mengingat: 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 6 1  78); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

NOMOR 32. TAHUN 2020 
TENT ANG 

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Tim 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah. 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 61 78); 



Menetapkan 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom; 
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan; 

4. Perangkat Daerah yang 
pembantu Kepala Daerah 
penyelenggaraan unsur 
Daerah; 

5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah; 

6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 
dasar warga negara; 

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan 
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara 
secara minimal; 

8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut 
penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan 
pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan 
Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan 
pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; 

9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan 

kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu 
agar dapat hidup secara layak; 

10 .  Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka 

penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak 
diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal; 

selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL DAERAH 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan; 

4. Perangkat Daerah yang 
pembantu Kepala Daerah 
penyelenggaraan unsur 
Daerah; 

5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah; 

6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 
dasar warga negara; 

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan 
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara 
secara minimal; 

8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut 
penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan 
pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan 
Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan 
pelaksanaan pemen uhan Pelayanan Dasar; 

9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan 
kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu 
agar dapat hidup secara layak; 

10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka 
penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak 
diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal; 

selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 



1 1 .  Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

12.  Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
dalam rangka mencapai hasil suatu program. 

13.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

15.  Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya 
disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintahan 
daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas 
pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran; 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

Maksud dibentuknya Tim Penerapan SPM Daerah adalah sebagai media 
koordinasi penerapan SPM di daerah. 

Pasal 3 

Tujuan Pembentukan Tim Penerapan SPM Daerah yaitu untuk menjamin 
terpenuhinya hak setiap warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam 
pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi: 

a. pendidikan; 

b . kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 

f. sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
dalam rangka mencapai hasil suatu program. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya 
disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintahan 
daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas 
pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran; 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dibentuknya Tim Penerapan SPM Daerah adalah sebagai media 
koordinasi penerapan SPM di daerah. 

Pasal 3 
Tujuan Pembentukan Tim Penerapan SPM Daerah yaitu untuk menjamin 
terpenuhinya hak setiap warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam 
pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 
f. sosial. 



BAB III 
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN 

Pasal 4 

(1)  Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Daerah ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati; 

(2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 

a. penanggung jawab 

b. ketua 

c. wakil ketua 

d. sekretaris 

e. anggota 

Bupati 

Sekretaris Daerah 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris 
Daerah 

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan 
Dasar, pengelolaan keuangan 

Inspektorat dan/atau sesuai 
kebutuhan. 

daerah, 
dengan 

(3) Tim Penerapan SPM Daerah berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

BAB IV 

TUG AS 

Pasal 5 

Tim. Penerapan SPM Daerah sebagai.rn.ana di.rn.aksud dalarn Pasal 4 
ayat (1) mempunyai tugas meliputi: 

a. menyusun rencana aksi penerapan SPM; 

b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah Pengarnpu 
SPM; 

c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap 
data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik; 

d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalarn dokumen perencanaan serta 
mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalarn RKPD dan 
Renja PD termasuk Pembinaan umum dan teknisnya; 

e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalarn dokumen penganggaran 
serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke 
dalarn APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 

f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalarn 
pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM; 

g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM; 

h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM; 

i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat 
sebagai penerima manfaat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN 

Pasal 4 
(1) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Daerah ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati; 

(2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 

a. penanggung jawab 
b. ketua 
c. wakil ketua 

d. sekretaris 

e. anggota 

Bupati 
Sekretaris Daerah 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris 
Daerah 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan 
Dasar, pengelolaan keuangan 
Inspektorat dan/atau sesuai 
kebutuhan. 

daerah, 
dengan 

(3) Tim Penerapan SPM Daerah berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

BAB IV 
TUG AS 
Pasal 5 

Tim. Penerapan SPM Daerah sebagai.rn.ana di.rn.aksud dalarn Pasal 4 
ayat (1) mempunyai tugas meliputi: 
a. menyusun rencana aksi penerapan SPM; 
b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah Pengarnpu 

SPM; 
c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap 

data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik; 
d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalarn dokumen perencanaan serta 

mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalarn RKPD dan 
Renja PD termasuk Pembinaan umum dan teknisnya; 

e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalarn dokumen penganggaran 
serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke 
dalarn APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 

f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalarn 
pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM; 

g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM; 
h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM; 
i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat 

sebagai penerima manfaat; 



J ·  menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan 
SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, 

termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melaui Sistem lnformasi 
Pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan 

k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan LPPD dan melakukan analisis 
sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya. 

B AB V  

PEMBIAYAAN 

Pasal 6 

Pembiayaan penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

BAB VI 

PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

Pasal 7 

(1 )  Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam LPPD dan disampaikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat basil, kendala dan 
ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. 

(3) Bupati menyampaikan laporan SPM kepada Gubernur Sulawesi Selatan 
dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal 
Bina Pembangunan Daerah. 

(4) Format laporan penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

Tim Penerapan SPM menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN 

Pasal 9 

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penerapan 
SPM di daerah. 

Pasal 10 

(1 )  Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam bentuk 
fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam 
bentuk evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J· menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan 
SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, 
termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melaui Sistem lnformasi 
Pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan 

k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan LPPD dan melakukan analisis 
sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya. 

BABV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 6 

Pembiayaan penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

BAB VI 
PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

Pasal 7 
(1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam LPPD dan disampaikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat basil, kendala dan 
ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. 

(3) Bupati menyampaikan laporan SPM kepada Gubernur Sulawesi Selatan 
dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal 
Bina Pembangunan Daerah. 

(4) Format laporan penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 
Tim Penerapan SPM menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN 

Pasal 9 
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penerapan 
SPM di daerah. 

Pasal 10 

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam bentuk 
fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam 
bentuk evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 



BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 1 1  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. 

KEPULAUAN 

N KEPULAUAN, 

DAN PANGKAJENE 
,.,"' 

DAERAH KABUPATEN 

UN 2020 NOMOR 32. 

Diundangkan di Pangkajene 
pada tanggal '.1. 4 ,%11.S-lus 2020 

Pih. SEKRETARIS DAERAH 

:n:c,..u-ATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. 

KEPULAUAN 

N KEPULAUAN, 

DAN PANGKAJENE 
,.,"' 

DAERAH KABUPATEN 
UN 2020 NOMOR 32. 

Diundangkan di Pangkajene 
pada tanggal '.1. 4 ,%11.S-lus 2020 

Pih. SEKRETARIS DAERAH 
:n:c,..u-ATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR 32 TAHUN 2020 
TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL DAERAH 

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau 
dasar pertimbangan mengapa pemerintahan 
untuk menerapkan SPM, selain karena 
perundang-undangan. 

daerah memutuskan 
perintah peraturan 

B. DASAR HUKUM 

Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang 
melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan 
Daerah. 

C. KEBIJAKAN UMUM 

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang 
dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang 
dituangkan dalam RPJMD. 

D. ARAH KEBIJAKAN 

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah 
ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran 
dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan 
dalam KUA. 

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM 

A. Bidang Urusan Pendidikan 

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi 
pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan 
SPM-nya oleh Pemerintah. 

1 . J enis Pelayanan Dasar 

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah 
ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. 

2 . Target Pencapaian SPM oleh Daerah 
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun 
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. 

3. Realisasi 

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan 
oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan 
membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan 
sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR 32 TAHUN 2020 
TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL DAERAH 

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH 

KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 
BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau 
dasar pertimbangan mengapa pemerintahan 
untuk menerapkan SPM, selain karena 
perundang-undangan. 

daerah memutuskan 
perintah peraturan 

B. DASAR HUKUM 
Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang 
melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan 
Daerah. 

C. KEBIJAKAN UMUM 
Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang 
dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang 
dituangkan dalam RPJMD. 

D. ARAH KEBIJAKAN 

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah 
ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran 
dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan 
dalam KUA. 

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM 

A. Bidang Urusan Pendidikan 

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi 
pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan 
SPM-nya oleh Pemerintah. 

1 . J enis Pelayanan Dasar 
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah 
ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. 

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun 
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. 

3. Realisasi 
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan 
oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan 
membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan 
sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. 



4. Alokasi Anggaran 
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak 
langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan 
dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang 
bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. 

5. Dukungan Personil 
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau 
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian 
SPM. 

6. Permasalahan dan Solusi 
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang 
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik 
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah 
langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. 

B. Bidang Urusan Kesehatan 

1 .  Jenis PelayananDasar 
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah 
ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah. 

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun 
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. 

3. Realisasi 

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan 
oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan 
membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan 
sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. 

4. Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak 
langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan 
dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang 
bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. 

5. Dukungan Personil 

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau 
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian 
SPM. 

6. Permasalahan dan Solusi 
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang 
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik 
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah 
langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. 

C.Bidang Urusan Pekerjaan Umum 

1 .  J  enis Pelayanan Dasar 
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis 
diselenggarakan oleh pemerintahan 
ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. 

pelayanan dasar yang 
daerah yang telah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alokasi Anggaran 
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak 
langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan 
dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang 
bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. 

5. Dukungan Personil 
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau 
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian 
SPM. 

6. Permasalahan dan Solusi 
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang 
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik 
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah 
langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. 

B. Bidang Urusan Kesehatan 

1. Jenis PelayananDasar 
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah 
ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah. 

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun 
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. 

3. Realisasi 
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan 
oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan 
membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan 
sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. 

4. Alokasi Anggaran 
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak 
langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan 
dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang 
bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. 

5. Dukungan Personil 
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau 
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian 
SPM. 

6. Permasalahan dan Solusi 
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang 
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik 
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah 
langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. 

C.Bidang Urusan Pekerjaan Umum 

1. J enis Pelayanan Dasar 
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis 
diselenggarakan oleh pemerintahan 
ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. 

pelayanan dasar yang 
daerah yang telah 



2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun 
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. 

3. Realisasi 

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan 
oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan 
membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan 
sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. 

4. Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak 
langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan 
dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang 
bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. 

5. Dukungan Personil 
Dukungan personil 
pegawai yang terlibat 
SPM. 

6. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang 
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik 
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah 
langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. 

D.Bidang Urusan Perumahan Rakyat 

1 .  Jenis Pelayanan Dasar 
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah 
ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. 

2 . Target Pencapaian SPM oleh Daerah 
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun 
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. 

3. Realisasi 

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan 
oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan 
membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan 
sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. 

4. Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak 
langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan 
dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang 
bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. 

5. Dukungan Personil 

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau 
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian 
SPM. 

menggambarkan jumlah personil atau 
dalam proses penerapan dan pencapaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun 
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. 

3. Realisasi 
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan 
oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan 
membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan 
sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. 

4. Alokasi Anggaran 
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak 
langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan 
dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang 
bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. 

5. Dukungan Personil 
Dukungan personil 
pegawai yang terlibat 
SPM. 

6. Permasalahan dan Solusi 
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang 
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik 
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah 
langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. 

D.Bidang Urusan Perumahan Rakyat 

1. Jenis Pelayanan Dasar 
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah 
ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. 

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun 
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. 

3. Realisasi 
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan 
oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan 
membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan 
sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. 

4. Alokasi Anggaran 
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak 
langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan 
dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang 
bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. 

5. Dukungan Personil 
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau 
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian 
SPM. 

menggambarkan jumlah personil atau 
dalam proses penerapan dan pencapaian 



6. Permasalahan dan Solusi 
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang 
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik 
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah 
langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. 

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Um um dan Pelindungan 
Masyarakat 

pelayanan dasar yang 
daerah yang telah 

1 .  J  enis Pelayanan Dasar 
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis 
diselenggarakan oleh pemerintahan 
ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. 

2.  Target Pencapaian SPM oleh Daerah 
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun 
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. 

3. Realisasi 

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan 
oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan 
membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan 
sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. 

4. Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak 
langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan 
dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang 
bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. 

5. Dukungan Personil 
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau 
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian 
SPM. 

6. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang 
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik 
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah 
langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. 

F. Bidang Urusan Sosial 

1 . J enis Pelayanan Dasar 
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah 
ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. 

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun 
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Permasalahan dan Solusi 
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang 
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik 
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah 
langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. 

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Um um dan Pelindungan 
Masyarakat 

pelayanan dasar yang 
daerah yang telah 

1. J enis Pelayanan Dasar 
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis 
diselenggarakan oleh pemerintahan 
ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. 

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun 
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. 

3. Realisasi 
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan 
oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan 
membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan 
sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. 

4. Alokasi Anggaran 
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak 
langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan 
dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang 
bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. 

5. Dukungan Personil 
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau 
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian 
SPM. 

6. Permasalahan dan Solusi 
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang 
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik 
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah 
langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. 

F. Bidang Urusan Sosial 

1 . J enis Pelayanan Dasar 
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah 
ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. 

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun 
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. 



3. Realisasi 
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan 

oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan 

membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan 

sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. 

4. Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak 

langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan 

dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang 

bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. 

5. Dukungan Personil 

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau 

pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian 

SPM. 

6. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang 

dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik 

permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah 

langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. 

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN 

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian 

SPM. 

BAB IV PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realisasi 
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan 
oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan 
membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan 
sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. 

4. Alokasi Anggaran 
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak 
langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan 
dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang 
bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. 

5. Dukungan Personil 
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau 
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian 
SPM. 

6. Permasalahan dan Solusi 
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang 
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik 
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah 
langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. 

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN 

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian 
SPM. 

BAB IV PENUTUP 


